Menimbang
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bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabu
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belan;j
Anggaran 2015;

1.

o

BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

paten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2014
Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan
Ja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana

telah A.Ecm: dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

&:am:m-::am:m Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun

3688); 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

c:amcw-C:am:m Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Rolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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10.

11.

Und angan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

ing-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keu .
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

Tahun 2003 Nomor 47,
Undang-Undang N gara Republik Indonesia
,... .». \-o.\,..--—

Tahun 2004 Nomor 5,

ymor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Ne
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun :
esia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Negara (Lembaran Negara Republik Indon
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 920,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebaguaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan rm%mﬂmﬁ Umum ?n,gqumwb
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); .
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Nnﬁmdmwb Omnnmb. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan .

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); .

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

wmnw.ﬁcﬂmb Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
mndmmmuam.sm telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian I.mcmr dan mmm__,wwﬂnzmwo%m_
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (Berita Negara wmﬁccrw _nm%bﬂwwmmoﬁm (Berita
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Ta

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
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30.

31.
32.
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37.

38.

e n Pendapatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman vwb%ﬂwﬁﬂm: Anggara P
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

P Daerah (Berita
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum (
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

i 1 Menjadi
hun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
‘ Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Ta £ e
MMMMMMMMm:mMMBQEEm%mS Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Onmmn%MNQ Gmuonm.bm_%m;
Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor Mcmn mmmmamﬂmw
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran NQ..
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan B
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentan

Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabu
2); .

angunan

g Retribusi Penggantian Biaya Cetak
paten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor

vnnmﬁcabcmnﬂmbchcvmﬁodﬂcdcNBE.ZOBQQH&ESMOHO tentang Retribusi vmwm%mbmd Parkir di Tepi
Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor .J..

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 8)

Peraturan Daerah Kabu

Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran

ﬁﬁﬁbﬂﬂdﬁ%ﬁ%&ZoBoa@Hm&S:MOHO tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2010
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabu
Persampahan /Kebersihan

Peraturan Daerah Kabu
(Lembaran Daerah Kabu

tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran

paten  Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 11);

: : hatan
paten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Keschata
paten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 12);

i ;i Izin Usaha Perikanan
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 15);
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI TE
KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2015.

. 1 1 labuhanan
Perat Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepela
craturan a . ]
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 16); | | o (Lembaran Dacran
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomcr 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Termina
era
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 201 H. tentang Pajak Daecrah Fnawwu.mmy UUW@MWT
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daer . abupaten
Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Kubu Raya pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran

Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Rukun
Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kabu

paten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu R

aya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014
Nomor 9 );

MEMUTUSKAN:

NTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH EC@. ATEN

.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:
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Pendapatan ,
) Rp. 98. 150.899.043,10

, Rp. 892.894.089.000,-
Rp. 227.153.417.351,90

a. Pendapatan

b. Dana perimbangan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 1.218.198.405.395,-
Jumlah pendapatan

Belanja

a. Belanja tidak langsung

1) Belanja pegawai Rp. 564.527.250.044,-
2) Belanja bunga Rp.

3) Belanja subsidi Rp.

4) Belanja hibah Rp. 4.663.000.000,-

~ 5) Belanja bantuan social . Rp. 2.377.000.000,-
' 6) Belanja bagi hasil . Rp.
~ 7) Belanja bantuan keuangan Rp. 51.728.720.495,-
8) Belanja tidak terduga Rp. 500.000.000,-

b Belanja langsung

1) Belanja pegawai Rp. 45.297.946.626,-

Rp. 211.208.525.117,-

Rp. 393.943.806.986,-
umlah belarija . . Rp. 1.274.246.249.268,-

) Belanja barang dan jasa

3) Belanja modal

.873,-
Surplus/(Defisit) (Rp. 56.047.843 )

e
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‘ kan di Sungai

EDAERAH KABUPATEN KUBU RAYA W\ 3
2014 NOMOR 39 N

Pembiayaan Rp. 60.017.843.873,-

Rp. 3.970.000.000,-

Penerimaan pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan

Jumlah pembiavaan netto

Rp.O
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut mn‘om.mmwa.sm:m
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran Il dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuin

ya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kubu Raya.

Sungai Raya, 31 Desember 2014

BUPATI KUBU RAYA,
ngeal 31/12/2014

ttd

ARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA AN
) Salinan sesuai dengan aslinya
N MAN ALI
Kepala Bagian Iubnca dan HAM RUS
Sekretariat Daer %@ﬁﬂ% Kubu Raya

ttd ,\.‘

NURSYAM IBRAHIM

|

Rp.56.047.843.873 - .
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